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ABSTRAK

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan (UU AP) memberikan kewenangan baru kepada Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP) untuk memeriksa kerugian keuangan negara akibat
penyalahgunaan wewenang serta menentukan ranah pidana ataukah ranah
administrasi, apabila terdapat pelanggaran pidana berkas dilimpahkan kepada
Aparat Penegak Hukum akan tetapi apabila hanya pelanggaran administrasi maka
disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang memberikan sanksi.
Kewenangan APIP tersebut sangat rentan dimanfaatkan untuk melindungi pejabat
pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi dengan alasan pelanggaran
administrasi.

Maka rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini ialah apa ratio
legis kewenangan penagwasan APIP terhadap perkara kerugian keuangan negara,
kemudian apakah APH dapat memeriksa Kembali pejabat yang sudah diperiksa
APIP dalam perkara kerugian keuangan negara. Metode penilitian yang digunakan
dalam tulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan
dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Hasil penelitian ini menujukan bahwa dasar pemikiran di aturnya
kewenangan pengawasan APIP terhadap kerugian keuangan negara akibat
penyalahgunaan wewenang dalam UU AP adalah agar pejabat pemerintah yang
melakukan kesalahan diperiksa APIP melalui mekanisme hukum administrasi
terlebih dahulu sehingga pemeriksaan dan sanksi sesuai dengan tindakan-nya.
Bahwa kerugian keuangan negara dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi jika:
1) Pelaku diuntungkan secara melawan hukum, 2) Masyarakat tidak
terlayani 3) perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan
demikian APH tetap dapat memeriksa pejabat pemerintah yang sudah diperiksa
APIP apabila diduga kuat tiga hal tersebut terpenuhi atau ada unsur pidana dalam
tindakan pejabat yang bersangkutan dengan catatan harus berkoordinasi dengan
APIP.

Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara; APIP; Maladministrasi; Korupsi.
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ABSTRACT

Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration (UU AP)
gives new authority to the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) to
examine state financial losses due to abuse of authority and then APIP determines
if there is a criminal violation the file is transferred to the Law Enforcement
Apparatus (APH) but if only administrative violation, it is submitted to the
superior of the official authorized to impose sanctions. The APIP's authority is
very vulnerable to being used to protect government officials who commit
criminal acts of corruption on the grounds of administrative violations.

So the formulation of the problem raised in this paper is what is ratio of
APIP's supervisory authority to cases of state financial losses, then whether APH
can re-examine officials who have been examined by APIP in cases of state
financial losses. The research method used in this paper is a normative legal
research method using two types of approaches, namely the statute approach and
the conceptual approach. The results of this study indicate that the rationale for
regulating APIP's supervisory authority on state financial losses due to abuse of
authority in the Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration
is that government officials who make mistakes are examined by APIP through
administrative law mechanisms first so that the examination and sanctions are in
accordance with their actions. That state financial losses qualify as a criminal act
of corruption if: 1) The perpetrator benefits against the law, 2) The community is
not served 3) The act is a disgraceful act. APH can still examine government
officials who have been examined by APIP if it is strongly suspected that there is
a criminal element in their actions, but must still coordinate with APIP.

Keywords: State Financial Losses; APIP; Mall Administration; Corruption.
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